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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan pengaturan mengenai perimbangan keuangan 

pusat dan daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2004, 

menyatakan kepala daerah menyampaikan akuntabilitas keuangan, juga 

menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisiensi dan 

efektifitas. 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Mewajibkan setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber 

daya dengan didasarkan suatu perencanaan sasaran strategik yang ditetapkan oleh 

masing-masing instansi. Media yang digunakan untuk pelaporan akuntabilitas 

tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang 

merupakan hasil dari suatu proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP).  

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) merupakan perangkat penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan 

pemerintahan. Penyusunan SAKIP yang nantinya berwujud Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan dievaluasi dan dinilai, menentukan 

memuaskan atau tidaknya kinerja suatu instansi pemerintah. Pemerintah 

diharapkan selalu memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas 

sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas yang dapat memberikan masukkan 

dan saran kepada pemerintah. Informasi yang disampaikan pun harus akuntabel 

sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun 
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komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, 

pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, 

kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%. Berdasarkan lima 

komponen dasar manajemen kinerja tersebut maka akan dihasilkan nilai yang 

kemudian diinterpretasikan sebagai keberhasilan ataupun kegagalan sebuah 

laporan AKIP. Pada Pemerintah Kota Palembang mendapat predikat B pada Hasil 

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) untuk tahun 2019 

(sumber : www.sumateranews.co.id tanggal 11 Februari 2020 – Laporan Srie 

Gumay/Rilss). Predikat B ini diperoleh sama seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang mendapat 

predikat B. Namun, penilaian tersebut telah menunjukkan tingkat efektivitas dan 

efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, birokrasi 

dan kualitas pembangunan budaya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang 

berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Palembang sudah menunjukkan hasil 

yang Baik. 

Tabel 1.1 

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kota Palembang 

         

 Berdasarkan tabel di atas penilaian LAKIP Kota Palembang menunjukan 

hasil yang baik dimana nilai yang didapat sesuai dengan apa yang telah 

ditargetkan. Capaian nilai B yang diraih Pemkot Palembang ini menandakan 

akuntabilitas kinerja di Pemkot Palembang telah diakui. Hal ini tidak membuat 

kinerja jajaran di lingkungan Pemkot Palembang untuk berpuas diri, nilai Sangat 

Baik (A) harus menjadi target Pemkot Palembang kedepannya (Sumber : 

www.intens.news.co.id tanggal 29 Januari 2019 – Laporan Ria Amelia/Rel). Oleh 

http://www.sumateranews.co.id/
http://www.intens.news.co.id/
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karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti beberapa variabel yang diduga sebagai 

faktor yang berpengaruh dalam penilaian kinerja di Pemerintah Kota Palembang 

sehingga dapat mewujudkan target nilai A kedepannya. 

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

yang baik, terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja salah satunya diperlukan anggaran berbasis kinerja. 

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-

kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 

pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Hariyadi, 2015). Dengan menerapkan 

anggaran berbasis kinerja akan mempermudah menganggarkan kegiatan agar 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Selain itu diperlukannya kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi 

adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan 

kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya. Adanya reformasi atau pembaharuan dalam sistem 

pertanggungjawaban keuangan daerah pemerintah daerah diharapkan dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas yang diharapkan 

pemerintah. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan 

SDM yang berkompentensi untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana 

publik (public money) yang mendasarkan pada konsep value for money dalam 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, karena dengan 

kompetensi yang dimiliki pegawai yang bersangkutan, maka semakin mampu 

pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

sehingga meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini juga mengacu 

pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gede Ary Surya Wardhana, Ni 

Ketut Rasmini, dan Ida Bagus Putra Astika (2015) mengatakan bahwa 

Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Selain itu faktor yang juga diduga dapat mempengaruhi akuntanbilitas 

kinerja Pemerintah kota palembang adalah sistem pengendalian intern Pemerintah 

(SPIP). Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 sistem Pengendalian 
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Intern adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki 

unsur, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi; dan, pemantauan pengendalian intern. 

Selain itu faktor lain diduga dapat mempengaruhi akuntanbilitas kinerja 

Pemerintah kota palembang adalah Profesionalisme. Pegawai harus 

profesionalisme sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, 

tepatnya perubahan sosial diikuti dengan perubahan manajemen pemerintahan. 

Para pegawai pada dasarnya media atau instrument penyelenggaraan 

pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau 

merupakan jembatan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. 

Para pegawai harus professional dalam melayani masyarakat karena 

profesionalisme pegawai merupakan arah serta tujuan dari tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem 

Pengendalian Intern dan Profesionalisme terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)”.  

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat ditentukan 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara parsial 

berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang? 
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2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang? 

3. Apakah Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang? 

4. Apakah Profesionalisme secara parsial berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang? 

5. Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Profesionalime secara 

simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Palembang? 

1.3.    Batasan Masalah  

Penelitian ini memilik batasan masalah agar masalah yang diteliti terfokus 

terhadap pembahasan dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Penelitian ini sehubungan dengan Penerapan Anggaran Berbasis 

Kinerja, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian 

Intern, Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. 

2. Penelitian ini dilakukan pada Kota Palembang dengan unit pengamatan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisa : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
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(AKIP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Palembang.  

2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia secara 

parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern secara parsial 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme secara parsial terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. 

5. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, 

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan 

Profesionalisme secara Simultan terhadap Akuntabitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Palembang. 

1.4.2    Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan di atas, adapun manfaat yang bisa diambil dari 

penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada variabel 

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Profesionalisme terhadap 

Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. 

b) Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menambah 

pengetahuan tentang Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. 

2. Secara Praktis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dari 
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waktu ke waktu, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Palembang dapat terus meningkatkan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah guna tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran 

dan program yang telah ditetapkan. 

 


